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PENGELOLAAN keuangan
negara di daerah akan dibahas
dalam Focus Group Discussion
( di Hotel Aston Pontianak, Rabu
(5/10) ini. FGD ini diseleng-
| garakan oleh Panitia Akun-
tabilitas Publik DPD RI dan
| Kemitraan bagi Pembaruan
Tata Pemerintahan.
| Dominikus Okbetus dari
Sekretariat Panitia Akuntabi-
litas Publik DPD melalui rilis-
nya, Selasa (4/10), mengatakan,
EGD diharapkan menjaring
masukan dan aspirasi dari pe-
‘ merintah daerah.
| . PAPsendiri merupakan satu
di antara alat kelengkapan DPD
| yang membidangi masalah
akuntabilitas, yang mempunyai
tugas dan fungsi pengawasan
 terhadap pelaksanaan dan pe-
| ngelolaan keuangan daerah.
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“Peran lainnya, melakukan
diskusi serta mengkaji secara
komprehensif pelaksanaan pe-
nyerapan anggaran negara
dalam APBD, guna mewujud-
kan tata pemerintahan yang
bersih (good governance) yang
efektif, akuntabel,-dan trans-
paran,” kata Dominikus.

Berbagai masukan dan aspi-
rasi yang diserap akan dijadi-
kan sebagai penguat dan re-
ferensi bagi penyusunan stra-
tegi daerail, guna meningkat-
kan kapasitas pemerintah da-
lam pengelolaan dan pertang-
gungjawaban keuangan ne-
gara di daerah.

“Melalui FGD diharapkan

emda bersama pihak terkait
stakeholder) mendapatkan
pemahaman yang sama untuk
mewujudkan tata pemerinta-
han yang bersih, efektif, akun-
table dan transparan,” katanya.

Tujuan EGD sendiri, me-
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nurut Dominikus, antara lain
menyamakan persepsi dan pe-
mahaman antara pejabat pe-
merintah daerah dengan BPK,
KPK, Kemenkeu, dan Kemen-
dagri terkait peraturan perun-
dang-undangan tentang tata
kelola keuangan negara.
Lainnya, mendapat infor-
masi terbaru dari pemerintah
pusat tentang berbagai jenis
Eelanggaran dalam pengelolaan
euangan negara di daerah,
serta peraturan perundang-
undangan yang kerap dilanggar.
“Juga, untuk memahami
kendala-kendala yang dihadapi
emerintah daerah dalam me-
aksanakan tata kelola dan
pertanggun%jawaban keuang-
an negara di daerah yang sesuai

-dengan peraturan perundang-

an,” ujar Dominikus.
Melalui FGD itu pula, diha-
rapkan pejabat pemda bisa me-

mahami berbagai konsekuensi
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hukum dan sosial ekonomi dari
elanggaran terhadap tata kelola
euangan negara di daerah.
FGD yang digelar mulai
pukul 12.00 sampai 16.30 WIB
tersebut diikuti gubernur, bu-
pati/wali kota, sekretaris dae-
rah, kepala biro keuangan, dah |

kepala Bappeda.

Narasumber dari FGD yang
bertema Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Daerah Dalam Penge-

lolaan dan Pertanggunégr]awuban'
Keuangan Negara itu adalah gu—‘
bernur, bupati/wali kota, BPK,
KPK, Ditjen Perimbangan Ke-
uangan Kemenkeu, dan Ditjen
Keuangan Daerah Kemendagri.,

Sebagai gambaran, Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi
pada saat rapat di DPD pada 17
Januari 2011, menjelaskan, ter-|
dapat 155 kepala daerah yang
tersangkut masalah hukum dan
17 orang di antaranya adalah
gubernur. (*)



